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BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang

Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Kementrian Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah
mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat.

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan kegiatan RSUD
Khidmat Sehat Afiat Kota Depok sesuai dengan yang telah dirumuskan pada
Rencana Strategis (Renstra), maka setiap tahunnya disusunnya Rencana Kerja
(Renja) yang merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau
target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu
organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja menuntut konsistensi antara
pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra
sehingga diperlukan kompetensi, profesionalisme, dan disiplin pegawai
dilingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan kegiatannya.

Rencana Kerja RSUD KiSA adalah dokumen perencanaan untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD KiSA
merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk
mengarahkan program dan kegiatan pelayanan RSUD KiSA khususnya, dan

pembangunan daerah pada umumnya.
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Rencana Kerja RSUD KiSA memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam
sistem perencanaan daerah, karena Rencana Kerja RSUD KiSA merupakan
produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil.
Rencana Kerja RSUD KiSA berhubungan langsung dengan pelayanan pada
masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Kualitas penyusunan Rencana Kerja sangatlah menentukan pada kualitas
pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja mengikuti proses
Renja pada Dinas Kesehatan Kota Depok, dimulai dengan persiapan penyusunan
Renja PD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis
gambaran pelayanan perangkat daerah untuk menentukan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah sehingga perumusan tujuan
dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja PD tahun
lalu berdasarkan Renstra PD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal
RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan
kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Rencana Kerja RSUD KiSA memuat Sasaran dan prioritas pembangunan,
kinerja perangkat daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu
indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju. Prinsip - prinsip
di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja adalah sebagai berikut:

a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal

RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah  yang  memerlukan  prioritas  penanganan  dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing- masing SKPD ;

c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakanrangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan
RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan

APBD;
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d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan
daerah  yang memerlukan  prioritas  penanganan  dan
mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan
target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total

kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Fungsi rencana kerja adalah menerjemahkan, mengoperasionalkan
rencana strategis kedalam program dan kegiatan tahunan sehingga
berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam

Renstra.

1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja

RSUD KiSA Kota Depok tahun 2024 adalah:

1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya
Daerah Tingkat Il Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat Il Cilegon
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3828) ;

2. Undang—-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

11.

12.

13

14.

135.

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tatacara
Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Bab V Tentang Tata Cara Revisi

Anggaran Tahun Anggaran 2013;
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16.

17.

18.

19.

20.

Kementrian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Instalasi
Pelayanan Instansi Pemerintah;

Keputusan Walikota Depok nomor 903/454/Kpts/Bapp/Huk/2011 tentang
Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Depok;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2021
- 2026;

Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021- 2026;

Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Depok.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD KiSA Kota Depok tahun

2024:

1.

Sebagai acuan bagi SDM RSUD KiSA Kota Depok, pengguna jasa rumah sakit
dan stake holder karena memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan di
RSUD KiSA Kota Depok;

Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan
penganggaran RSUD KiSA Kota Depok;

Menciptakan kepastian kebijakan pelayanan kesehatan di RSUD KiSA Kota
Depok sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Depok untuk
peningkatan kinerja RSUD KiSA Kota Depok.

Mewujudkan efisiensi dan efektafitas dalam perencana alokasi sumber daya
serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja RSUD KiSA Kota

Depok.
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Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD KiSA Kota

Depok tahun 2024 adalah :

1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) RSUD KiSA Kota Depok yang tahun
2024; dalam rencana program kegiatan, pengembangan pelayanan
kesehatan di RSUD Kota Depok tahun anggaran 2024;

2. Menjadi pedoman bagi direktur dan jaringannya di RSUD KiSA Kota Depok
dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan RSUD KiSA pada tahun
anggaran 2024,

3. Menjadi acuan bagi RSUD KiSA Kota Depok dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2024;

4. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber
daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan

kesehatan di RSUD KiSA Kota Depok.

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja RSUD KiSA Kota Depok Tahun 2024 disusun mengikuti arahan

Permendagri nomor 86 tahun 2017 dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB |I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan

Renja RSUD KiSA agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami

dengan baik

1.1.  Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja RSUD KiSA,
proses penyusunan Renja KiSA RSUD, keterkaitan antara Renja
RSUD KiSA dengan dokumen RKPD, Renstra RSUD KiSA, dengan
Renja K/L dan Renja provinsi/kota, serta tinaklanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD

e e e
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1.2,

1.3.

14

Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya
yang mengatur tentang SOTK, kewenangan RSUD KiSA, serta
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan
dan penganggaran RSUD KiSA Kota Depok.

Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
RSUD KiSA Kota Depok Tahun 2024,

Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD KiSA,

serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2022

2:1

2.2
23

2.4
2.5
2.6

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD KiSA Tahun 2022 dan Capaian
Renstra RSUD

Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KiSA

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Manajemen Resiko Kegiatan

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB lIl. TUJUAN DAN SASARAN RSUD TAHUN 2024

31
3.2
33

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD

Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD TAHUN 2024

BAB V. PENUTUP
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BAB Il
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA RSUD TAHUN 2022
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022

RSUD KiSA Kota Depok sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus
(UOBK) pada Dinas Kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Depok dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan
kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat wajib menyusun Rencana Kerja
setiap tahun. Dan untuk mengukur sejauh mana kesesuaian antara rencana kerja
dengan realisasinya tentu diperlukan evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD
Kota Depok.

Ulasan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD KiSA Kota Depok
tahun 2022 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2023 (tahun n-1), dengan
mengacu pada APBD. Hasil ulasan juga dibandingkan dengan pencapaian untuk
memenuhi target Renstra. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana kerja RSUD Kota
Depok dan pencapaian target Renstra diuraikan sebagai berikut:

1. Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan :
Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang
mengikuti diklat tercapai 53 orang dari target 54 Orang (98,15 %)
Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan (100 %) :
a. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara
Terintegrasi
b. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis
Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
c. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Fasilitas Pelayanan Kesehatan




e. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
f. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
g. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

i. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3.  Realisasi Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan :

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Keluaran IKM
terealisasi 84,80 dari target 81,20 (104, 43%)

b. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 71,36 % dari
target 71 % (100,51 %)

¢. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 25,20 % dari target 24 %
(105 %)

d. Kegiatan Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 41 % dari target
37 % (110,81 %)

4.  Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target
kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan :

a. Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah pegawai yang
mengikuti diklat tercapai 53 orang dari target 54 Orang (98,15 %). Hal
ini diantaranya disebabkan oleh :

1. Beberapa rencana pendidikan/pelatihan pegawai tidak dapat
terealisasi karena pihak ketiga tidak melaksanakan

pendidikan/pelatihan tersebut terkait pandemi covid-19.

D
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2. Rendahnya serapan anggaran ini disebabkan Belanja transport
peserta dan Belanja sewa hotel tidak terserap karena
pendidikan/pelatihan masih dilakukan secara online

b. Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan Keluaran IKM
terealisasi 84,80 dari target 81,20 (104, 43%). Hal ini mungkin
disebabkan oleh :

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan RSUD

2. Operasional Gedung A dan Gedung C menyebabkan ruang
pelayanan lebih Nyaman

3. Peningkatan Jenis Pelayanan Spesialis, sehingga masyarakat
lebih mudah untuk mendapatkan rujukan internal

4. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM RSUD

5. Kepercayaan masyarakat Kota Depok terhadap pelayanan RSUD

c. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 71,36 % dari
target 71 % (100,51 %). Hal ini mungkin disebabkan karena semakin
meningkatnya Presentase ketersediaan sarana prasarana dan Alkes
serta obat dan BMHP di Fasyankes milik Pemda sesuai standar.

d. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 25,20 % dari target 24 %
(105 %). Hal ini mungkin disebabkan karena semakin baiknya
pengelolaan limbah RSUd dan semakin meningkatnya penyediaan
Operasional RSUD KiSA.

e. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi 41 % dari target
37 % (110,81 %). Hal ini mungkin disebabkan karena pembinaan yang
dilakukan dan peningkatan mutu layanan.

5.  Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra RSUD

Implikasi yang timbul dengan tidak tercapainya target tahun 2022

pada program dan sub kegiatan, maka RSUD KiSA Kota Depok pada

A —
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periode / tahap pembangunan V (2021-2026) harus bekerja lebih keras
dalam mencapai target RPJMD 2021-2026 dengan melakukan evaluasi
terhadap kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan, menyusun skala
prioritas kegiatan dan menyusun inovasi pada kegiatan/sub kegiatan

terkait.

6.  Kebijakan/Tindakan Perencanaan/Penganggaran yang perlu diambil untuk
mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Melakukan perencanaan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran dengan
berbasis data yaitu berdasarkan evaluasi capaian baik target renstra,
RPJMD maupun SPM sehingga skala prioritas dalam penganggaran
kegiatan dapat disusun dengan lebih baik.

b. Memprioritaskan anggaran pada kegiatan/sub kegiatan yang belum
mencapai target Renstra dan target SPM dan menyusun skala prioritas
untuk Renstra 2021-2026.

¢. Menyusun kegiatan inovatif dan mengevaluasi kegiatan yang sudah
ada, sehingga dapat mempercepat pencapaian indikator kegiatan/sub
kegiatan dimaksud.

d. Membuat Kebijakan terkait pendidikan dan Pelatihan dalam rangka
Pengembangan Layanan RSUD KiSA dan rencana kenaikan kelas RSUD KiSA.

€. Pengembangan pelayanan dengan memaksimalkan tempat tidur yang
tersedia sesuai dengan data 10 (sepuluh) besar penyakit terbanyak pada
pelayanan rawat inap.

f.  Peningkatan penggunaan tempat tidur untuk NICU dan Perina sesuai dengan
kasus bayi baru lahir yang sakit, Mempromosikan Pelayanan VIP dan Kelas |
agar terisi dengan optimal melalui kerjasama dengan asuransi swasta serta

Memperbaiki pengumpulan data sensus harian rawat inap.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD KiSA Kota Depok dan

pencapaian target Renstra dapat dilihat pada Tabel 2.1.

e ——
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Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
RSUD KOTA DEPOK SAMPAI DENGAN TAHUN 2022

Realisasi Kinerja dan

A Renss Tingkat Capaian
Indikator Kinerja Target Renstra SKPD pada Realisasi Capaian Kinerja Target kinerja dan anggaran SKPD s/d T Kinerja dan Realisasi
Sasaran Program/Kegiatan/Sub | Program (outcome)/ Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD sampai dengan | berjalan tahun 2023 (tahun n-1) % T.dh:m Anggaran Renstra
Kegiatan Kegiatan (output) Renstra SKPD) Renja SKPD Tahun 2022 (n-2) yang dievaluasi m‘”’(‘”m‘“ R.:']'. SKPD sid tahun 2023
SKPD Tahun 2023) Ok}
5
1 2 3 2 2
K Rp K Rp_ K Rp 7 8
Meningkatkan Program Penunjang Cakupan Pelayanan
Kualitas Kinerja Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan
RSUD Khidmat Daerah Kabupaten/Kota | Pemerintah Daerah 100,00 | 856070038889 | 97,00 179.779.335.702 100,00 192.974.769.920 332.017.681.304 38,78%
Sehat Afiat Kabupaten/Kota
Peningkatan Indeks Kepuasan
Pelayanan BLUD Masyarakat 8150 | 856070038889 | 84,80 179.779.335.702 8120 | 192974769920 332,017 681.304 3878%
Pelayanan dan Jumlah BLUD yang
Penunjang Pelayanan Menyediakan Pelayanan [ Unit
BLUD dan 12 Bulen | 856.070038.889 | 12Bulan 179.779.335.702 Kexjn 192.974.769.920 332.017.681.304 38,78%
Penunjang Pelayanan
Meningkatkan Program Pemenuhan Persentase Pelayanan
Kualitas Upaya Kesehatan Standar Pelayanan
Kesehatan Perorangan dan Upaya | Minimal (SPM) Bidang 1,00 | 132749.294.400 100% 15.587.941.031 100,00 11.422.657 250 26.705.685.665 20,12%
Masyarakat Kesehatan Masyarakat | Kesehatan sesuai ¥
Standar
Penyediaan Fasilitas Persentase
Pelayanan Kesehatan Ketersediaan Sarana,
untuk UKM dan UKP Prasarana dan Alat
Ki Daerah Kesehatan serta Obat
SRR o dan BMHP pada 8401 | 57998450000 | 71,36% 4217834987 7505 5,638.094.000 9.613.124.787 16,57%
Fasyankes Milik
Pemerintah sesuai
Standar
Pengadaan Prasarana Jumlah
dan Pendukung Prasarana
Fasilitas Pelayanan Fasilitas
Kesehatan Pelayanan s | 1831530 1Pak
Kekshatss 5 Jenis it aket 1 399,51'5;5i 0,00 1.399.552 104
Yg
disediakan
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5 6
2 3 7 8
K e K Rp K "

Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/
Kesehatan/Alat Alat Penunjang Medik
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 2 paket 24.420.400 000 3 Paket 2.818.282.883 32,00 5.638.094.000 8.213.572.683 33,63%
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan Disediakan
Pengadaan Obat, Jumlah Obat yang
Vaksin Disediakan 1 paket 15.262.750.000 0,00 0,00 00 00
Penyediaan Layanan Persentasa Fasyankes
Kesehatan untuk UKM | yang dilakukan
dan UKP Rujukan pembinaan
Tingkat Daerah penyelenggaraan
Kabupaten/Kota m"m 1,00 72919314400 | 25,20% 11.164.958.544 43,00 5.557.663.700 16.662.187.173 22,85%

Minimal (SPM) Bidang

Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan | jumlah pengelolaan
Kesehatan Lingkungan | kesehatan lingkungan 1

rumah sakit 1 paket 1.221.020.000 1 Paket 140.324.350 Dok 199.999.900 339.191.250 27 78%

umen :
Operasional Pelayanan | Jumlah Dokumen
Rumah Saki Operasional P
A Operasional Pel@Yaa | t2buian | 71698294400 | 12 8ulan 1024634104 | o121 5357.663.800 16.322.995.923 2.77%

Penyelenggaraan Jumiah Sistem yang
Sistem Informasi dilakukan
gt bowrd pengesibangan SIK SSistem | 1221020000 | SSistem 144390000 | 5 Sistem 199.999600 343.043.920 28,09%
Terintegrasi terintegrasi f
Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen
Informasi Kesehatan Hasil Pengelolaan ;

Sistem Informasi i

K 1 sistem 1.221.020.000 | 1 sistem 144.390.000 Dokumen 199.999.600 343043520 28,09%
Penerbitan Izin Rumah | Persentase Fasyankes
Sakit Kelas C dan D yang dilakukan
dan Fasilitas Pelayanan | Pembinaan Mutu
Daerah Kabupeten/Kota | Daerah KabupalenKota : e, : ikl e b — Sr.x8.7% 1430%

A e e
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Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas
Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang
Kesehatan Dilakukan Pengukuran — y
Indikator Nasicnal Mutu . 2 | Unit
U Pelapai P i 610510000 | " 60.757.500 Keda 26.899.950 87.329.785 14,30%
kesehatan
Program Peningkatan Persentase
Kapasitas Sumber Daya | Ketersediaan Tenaga
Manusia Kesshatan Kesehatan sesuai 90,00 2442040000 | 80,71% 161668131,00 100,00 400.000.000 498,357 542 2041%
standar
Pengembangan Mutu | Persentase
dan Peningkatan Ketersediaan tenaga
Kompetensi Teknis kesehatan di fasyankes
Sumber Manusia | milik
K_,mn"',ﬂ-mw m"",':uma,‘ 100 | 244200000 | 100% 16166813100 | 7500 400,000.000 498357542 241%
Daerah Kabupaten/Kota | standar
Pengembangan Mutu Jumlah Sumber Daya
dan Peningkatan Manusia Kesehatan
Kompetensi Teknis Tingkat Daerah
Sumber Daya Manusia | Kabupaten/Kota yang
Kesehatan Tingkat Ditingkatkan Mutu dan 80 orang 2442040000 | S3orang 161668131,00 60 Orang 400.000.000 498.357 542 20,41%
Daerah Kabupaten/Kota | Kompetensinya
JUMLAH 991.261.373.289 195.528.944.864 204.797.427.170 359.221.724.511 36,24%
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.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD KiSA Kota Depok
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2021 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.Struktur organisasi pada
RSUD Kota Depok terdiri dari 1 (satu) pejabat eselon Il A, 4 (Empat) orang
pejabat eselon Il B dan 9 (Sembilan) orang pejabat struktural eselon IV A.
Adapun rincian dari struktur tersebut adalah sebagai berikut ini :
1. Direktur RSUD
2. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahi:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
¢. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Pelayanan, membawabhi:
a. Seksi Pelayanan Medis
b. Seksi Pelayanan Non Medis
4. Bidang Keperawatan, membawahi:
a. Seksi Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap
b. Seksi Keperawatan Khusus
5. Bidang Penunjang, membawabhi:
a. Seksi Penunjang Medis

b. Seksi Penunjang Non Medis

Secara rinci tugas pokok RSUD Kota Depok adalah sebagai berikut:

1. Direktur mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan,
dan mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD
Kota Depok.

2. Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merumuskan,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
urusan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bagian
Tata Usaha dibantu oleh 3 Kepala Sub Bagian, yaitu :

m
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a. Kepala Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan penyelenggaraan urusan administrasi umum dan
Kepegawaian.

b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan penyelenggaraan urusan keuangan dan Aset

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan
perencanaan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kota Depok serta

kehumasan dan pemasaran.

3. Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas merumuskan,

merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan

pelayanan medis dan non medis. Dalam melaksanakan tugasnya,

Kepala Bidang Pelayanan dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
penyelenggaraan pelayanan medis.

b. Kepala Seksi Pelayanan Non Medis mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan

melaporkan penyelenggaraan pelayanan non medis.

Kepala Bidang Keperawatan, mempunyai  tugas  merumuskan,
merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi, serta melaporkan
penyelenggaraan asuhan  keperawatan  dan manajemen

keperawatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang

Keperawatan dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :




a. Kepala Keperawatan Rawat Jalan dan Rawat Inap, mempunyai
tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan penyelenggaraan asuhan  keperawatan dan
manajemen keperawatan di rawat jalan, rawat inap, gawat
darurat, dan pelayanan keperawatan lainnya.

b. Kepala Seksi Keperawatan Khusus mempunyai tugas
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
penyelenggaraan pelayanan keperawatan khusus di NICU, PICU,
ICU, HCU, bedah sentral, persalinan, hemodialisis, isolasi, dan

pelayanan keperawatan lainnya.

5. Kepala Bidang Penunjang, mempunyai tugas merumuskan,
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
penyelenggaraan pelayanan penunjang. Kepala Bidang Penunjang
dibantu oleh 2 Kepala Seksi, yaitu :

a. Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan
penyelenggaraan pelayanan penunjang medis.

b. Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas
merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan
melaporkan penyelenggaraan pelayanan penunjang non

medis.

Berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI Nomor
129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit
bahwa rumah sakit wajib memiliki Standar Pelayanan Minimal
(SPM).Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan
yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat

menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

e ————"
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Standar Pelayanan Minimal harus memuat indikator kinerja dan
target pelayanan. Indikator SPM ditetapkan agar pelayanan di rumah
sakit tidak lebih rendah dari batas minimal yang diijinkan, untuk
menjamin keselamatan pasien dan petugas. SPM ini merupakan janji
Pemerintah dan RS bahwa pelayanan yang akan diberikan kepada
masyarakat tidak akan lebih rendah dari nilai-nilai yang tercantum dalam
SPM tersebut.

Standar Pelayanan Minimal rumah sakit juga dimaksudkan agar
tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan,
pelaksanaan  dan pengendalian  serta pengawasan dan
pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal
rumah sakit.

RSUD Kota Depok yang saat ini masih berstatus rumah sakit tipe
C, telah menyusun Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan.
Target masing-masing SPM ditetapkan secara bersama-sama oleh
seluruh unit pelayanan dan manajemen RSUD Kota Depok dalam hal ini
disesuaikan dengan kemampuan RSUD Kota Depok dan mengacu pada
standar pelayanan minimal yang ditetapkan pada rumah sakit tipe C.
Selain itu sesuai target RPJMD dan Renstra telah ditetapkan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM akan dapat menjadi bahan penilaian
terhadap instansi pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi
pendorong RSUD Kota Depok untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana juga ditetapkan dalam
Keputusan Kementrian Aparatur Negara, Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
sebagai dasar unsur minimal yang harus ada untuk pengukuran IKM.

Untuk lebih jelasnya mengenai pencapaian kinerja pelayanan

RSUD Kota Depok Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2

e ——
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